BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Zakat Dalam Islam

Salah satu karakteristik Islam adalah kelengkaparisyaamil wa mutakamil)
sebagai agamaalcdin). Islam tidak hanya sebuah agama yang mangajdrigaimana
manusia berhubungan dengan Allah ségadal), tetapi juga mengatur hubungan sesama
manusia Ifuamalal). Kelima rukun Islam mencerminkan hubungan verttikian
horisontal. Aturan-aturan Islam tidak bersifedrmatif yang berisi semata-mata ajakan
moral, tetapi lebih dari itu, ia bermaksud diapdikan dalam kehidupan nyata.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang delapdmnhpdua ayat al-Quran
disebutkan bersama-sama dengan shalat. Kewajilkah diduktikan dengan adanya ayat
al-Quran mengenai hal itu dan adanya keteranganhddrts Nabi Muhammad SAW
serta dengan adanya suatu kewajiban agama (Zamudéb4).

Dalam konsep Islam, zakat menduduki posisi yan@aapenting. Zakat tidak
saja menjadi rukun Islam, tetapi juga menjadi iatbk dan penentu apakah seseorang itu
menjadi -saudara seagama atau tidak. Artinya, bd#aramg muslim telah terkena
kewajiban zakat, tetapi tidak mau berzakat, makbaulkan lagi saudara seagama dan
seiman. Hal ini secara tegas dikemukakan Al-Qurajika mereka bertaubat,
mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, barulaéreka menjadi saudaramu
seagama”. (Al- Maidah : 8)Dengan demikian, orang yang menolak kewajiban zakat
sesungguhnya telah melakukan keingkaran dan kekhahabesar kepada Allah SWT.
Abdullah bin Mas'ud RA mengatakan bahb@ang siapa yang melaksanakan shalat,

tapi menolak membayar zakat, maka tidak ada slogginya (Hafiduddin : 2003).
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2.1.1. Konsepsi Dasar Zakat

Zakat adalah nama dari suatu bentuk aktivitas meagean sejumlah porsi
tertentu dari harta yang telah sampa&hab (batas maksimum) dan cukup satu tahun
(haul) untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhakenmanya ustahil.
Kata zakat secara etimologi bermakna s(a&i-thahir), tumbuh (an-nuwuw) dan
berkembandaz-ziyadah (Qadir : 2001).

Pemilihan kata zakat memang sangat sesuai deng&mamigrsebut yang
sekaligus menggambarkan fungsi dan tujuan zakakatZ yang berarti tumbuh,
berkembang dan bertambémama’, grow, develop, increaselikenakan kepada harta
yang telah melebihi jumlah maksimal atau telah samshab (surplus of wealth, al-
‘afw) sebagaimana disebut dalam firman Allah swt.“"dan mereka bertanya kepadamu
apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: Yang lelah Heperluan” (Al-Bagarah:
219). Harta yangsurplus (lebih) mesti dialirkan kepada kelompok yang mésma
kekurangan deficit). Islam memandang perlu sebuah mekanisme yangamenpliran
tersebut benar-benar masuk kepada golongan yangratelan tersebut. Zakat
memastikan transfer harta kepada kelompok ataungalo yang kurang mamphe
have not)sehingga harta tersebut tidak beredar dikalangareka yang berlebikthe
have)saja.(Al-Hasyr : 7).

Zakat yang juga bermakna suci dan dimaksudkan aepagyuci hati dan harta
manusia tazkiyah, purification, making pureAllah SWT berfirman, Ambillah zakat
dari mereka untuk membersihkan dan menyucikan raérgki-Taubah : 103) Zakat
dalm konteks ini ‘menjalankan dua fungsi; sebagailq@sih sifat kotor manusia dan
pembersih harta manusia. Hati manusia memang éldadlalu suci seratus persen, sifat
alami manusia untuk cenderung suka kepada hardab&ekayaan, kendaraan mewah,
mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya miealgkan dirinya sering kali lalai
dalam mengendalikan hawa nafsu. Zakat dimaksudkdnkumengikis sifat ini dan
menundukkan hawa nafsu sehingga hati manusia mesjmil tidak ada lagi sifat
mementingkan diri sendiri (individualistik) dan tek tehadap harta, kemudian akan
tumbuh perasaan sosial, sikap kasih sayang damgtaleenolong sesama manusia.
(Furgani : 2006).
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Dalam Islam, ada tiga faktor pertimbangan mengabatzharus ditunaikan oleh
orang yang mampu secara materi. Pertama, bahwki rezpemberian dari Allah SWT.
Prinsip ini mendasari suatu sikap bahwa semua rezekharus dipergunakan sesuai
dengan kehendak Sang Pemberi Reggklmran : 180 dan An- nur : 33Kedua, bahwa
kesadaran mengeluarkan sebagian rezeki dalam berdilt menandakan bukti
perwujudan keimanan kepada Allah SWT secara nipatasip ini mengharuskan bahwa
selain Allah SWT adalamisbi dan relatif termasuk harta itu sendiri dan akan
menimbulkan kesadaran bahwa harta benda berfung&l.sKetiga, bahwa di dalam
harta kekayaan seseorang itu terdapat hak oramgdeang miskin) yang diamanahkan
oleh Allah SWT. Dengan pengeluaran zakat akan meeimd keyakinan bahwa rezeki
itu benar-benar datang hanya dari Allah SWT yangyaaimbul dari rasa keyakinan dan
ketakwaan. (Qadir : 2001).

Zakat merupakan instrumen yang sempurna untuk memighkan prinsip Islam
tentang persaudaraan dan rasa kemanusiaan kedaladugan yang nyata. Allah SWT
dengan sangat jelas menginginkan agar zakat dénjgkbagai suatu bentuk kontribusi
oleh setiap Muslim, lelaki dan perempuan, terhakiEypajuan dan kesejahteraan suatu
negara Islam. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuaebahagian
mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yamg Mereka menyuruh yang
ma’ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan shat@nunaikan zakat, dan mereka
ta’at kepada Allah' dan Rasul-Nya. Mereka itu akambed rahmat oleh Allah,
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksa(at-Taubah: 71).

Para cendikiawan muslim sepakat memandang zakapaebagian yang tak
terpisahkan dari falsafah moral Islam yang didamapada komitmen terhadap ukhuwah
islamiyah (persaudaran islam). (Chapra : 2000).aZakerupakan komitmen seorang
muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tak terhiketa untuk memenuhi kebutuhan
pokok bagi semua orang tanpa harus meletakkan hmminkas negara semata , seperti
yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negasej&leteraan modern. (Gamal
2004).
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2.1.2. Signifikansi Zakat

Dalam ajaran Islam setiap perintah untuk melakukadah mengandung hikmah
(signifikansi) yang sangat berguna bagi pelaku abadersebut. Zakat yang secara
etomologis bermakna bersih, tumbuh dan baik malkaab ini akan memberikan
keuntungan bagi para pelakunya. Dengan mengetanifilkansi suatu kewajiban atau
larangan akan diperoleh jawaban yang logis, mendegbatersebut diwajibkan atau
dilarang oleh Allah SWT. (Qadir : 2001). Terdapagat bentuk signifikansi zakat,
Pertama, SignifikansDiniyah (Agama), yaitu : (1) Dengan berzakat beraéetah
menjalankan salah satu dari rukun Islam yang merighean seorang hamba kepada
kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhird#ld@)pakan sarana bagi hamba untuk
tagarrub (mendekatkan diri) kepada Rabbnya, akan menamlmimakan karena
keberadaannya yang memuat beberapa macam ketgdjaembayar zakat akan
mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, aet@w firman AllalSubhaanahu
wa Ta’alg yang artinya*Allah- memusnahkan riba dan menyuburkan sedekgkl” -
Bagarah: 276) Dalam sebuah hadits yanguttafaq ‘alainNabi Shallallaahu ‘alaihi wa
Sallam juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yank &lean ditumbuhkan
kembangkan oleh Allatsubhaanahu wa Ta'alderlipat ganda. (4) Zakat merupakan
sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disebBasulullatShallallaahu ‘alaihi
wa Sallam.

Kedua, SignifikansiKhulugiyah (Akhlak) , yaitu : (1) Menanamkan sifat
kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepabladi pembayar zakat. (2)
Pembayar zakat biasanya identik dengan s#imah(belas kasih) dan lembut kepada
saudaranya yang tidak punya. (3) Merupakan rehbifawa menyumbangkan sesuatu
yang bermanfaat baik berupa harta maupun ragakhagn muslimin akan melapangkan
dada dan meluaskan jiwa. Sebab akan menjadi oramg dicintai dan dihormati sesuai

tingkat pengorbanannya. (4) Di dalam zakat terdppayucian terhadap akhlak.
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Ketiga, Signifikansiljtimaiyyah (Sosial Kemasyarakatan), yaitu : (1) Zakat
merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi tidjap fakir miskin yang
merupakan kelompok mayoritas sebagian besar nedjardunia. (2) Memberikan
dorongan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangksistensi mereka. Hal ini
tercermin dalam kelompok penerima zakat, salahngat@adalah badii sabilillah. (3)
Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendanmrata dengki yang ada dalam
dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biaspkganelihat mereka yang berkelas
ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuluegesyang tidak bermanfaaat
akan timbul rasa benci dan permusuhan mereka.

Jika harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkariuk mengentaskan
kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan darackesih antara golongan kaya
(aghniya) dan golongan miskinfugara wal masakin) (4) Zakat akan mendorong
pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas baygieahakan melimpah. (5)
Membayar zakat berarti memperluas peredaran han@abatau uang, karena ketika harta
dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dah l@myak pihak yang dapat
mengambil manfaat.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka dapat diskapubahwa zakat sebagai
sebuah aktifitas ekonomik religius sesuai dengarsip-prinsip kepercayaan keagamaan
(faith), pemerataaitequity) dan keadilar(social justice),produktifitas dan kematangan,
nalar (reason)dan kebebasaffireedom),dan prinsip etik dan kewajaran (Mannan : 1970
dalam Doa': 2001).

2.1.3. Ketentuan Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang seteletapkan standar umum
pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatgka dalam hal kewajiban
membayar zakat pun terdapat beberapa ketentuarhgang dipenuhi.

Pertama, ketentuan kewajiban umat Islam dalam ha&mlmayar zakat
direpresentasikan oleh pamauzaki (wajib zakat). Muzaki adalah orang yang
dibebankan kewajiban zakat karena memiliki hartagysudah mencapaishabdan
masa satthaul (satu tahun atau satu kali panen). (Doa : 200&)a® konteks ini,

muzakidapat diwakili oleh perorangan atau badan yanglidlimleh seorang muslim
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yang dewasa dan berakal sehat, merdeka yang mehalita benda dan kekayaan
dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat terfaumia (Qardhawy : 1993).

Sedangkan yang dimaksudishab adalah jumlah minimal kekayaan atau
kepemilikan harta benda yang dimiliki yang wajilkeluarkan zakatnya. (Depag RI :
2006). Contomishabzakat emas adalah setara dengan 85 gram ensasp zakat
hewan ternak kambing adalah 40 ekor dan lain ssbwa (Hafidhuddin : 2004).
Haul adalah batas waktu wajib mengeluarkan zakat yelady tmemenuhi nisabnya.
Waktu mengeluarkan zakat dapat terdiri atas masaligan harta kekayaan selama
dua belas bulan atau tahwypmariah (hijriyah) masa panen atau pada saat
menemukamikaz (harta terpendam). (Depag RI : 2006).

Kedua, ketentuan yang berkaitan dengan jenis lemaa atau kekayaan yang
wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Qur'an dan Hadignyebutkannya secara eksplisit,
seperti hasil pertaniaAl-An’am : 141 ), emas, dan perafdt-Taubah : 34-35))
binatang ternak ( berbagai hadist Nabi SAW ), Rgdgan ( hadist Nabi SAW)
Rikaz (hadist Nabi SAW). Tetapi Al-Qur'an juga mengguenakstilah yang bersifat
umum untuk harta benda yang wajib dikeluarkan zsjeatapabila telah memenuhi
persyaratan tertentu, yaitl amwaal( harta benda, seperti tergambar dalam sArat
Bagarah : 267). Berdasarkan kepadesh(teks) umum tersebut dan juga ayat serta
hadist lain, para ulama menganalogikan kewajibakatzpada benda-benda dan
penghasilan serta perusahaan tertentu, yang costgdada zaman Nabi belum ada,
seperti zakat profesi dan zakat perusahaan. (hladdin : 2003).

Dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengartadan teknologi,
ekonomi kontemporer bergerak membentuk profesi babagai sumber pendapatan
(kasab) atau metode baru pengembangan harta. Sehingga aem@mahtentang
kewajiban zakatpun perlu diperdalam sehingga essyaiiat yang terkandung
didalamnya dapat bermakna dan tidak bertentangagadekemajuan tersebut.

Oleh karena itu, ketentuan tentang harta benda weg dikeluarkan zakatnya
dapat diperluas ketentuannya dengan membaginyaadiesgmbilan katagori zakat
yaitu zakat binatang ternak, zakat emas dan perakasuk didalamnya uang, zakat
kekayan dagang, zakat hasil pertanian meliputi Hgp@rtanian, zakat madu dan

produksi hewani, zakat barang tambang dan hagjl Zakat investasi pabrik, gedung

Studi administrasi zakat.., Deny Wahyu Tasniawan, Program Pascasarjana, 2008 18



dan lain sebagainya, zakat pencarian, jasa daegprd@n zakat saham serta obligasi.
(Qardhawy : 1994). Sedangkan perincian obyek zk&atemporer yang berkaitan
dengan ekonomi modern dengan menggunakan metogmsive samplinderdiri
dari (1) zakat profesi ; (2) zakat perusahaan z§&pt surat-surat berharga ; (4) zakat
perdagangan mata uang ; (5) zakat hewan ternak ¢gigegdagangkan ; (6) zakat
madu dan produk hewani ; (7) zakat investasi ptop€8) zakat asuransi ; (9) zakat
tanaman anggrek, ikan hias, burung walet dan lalagainya, serta (10) zakat
aksesoris rumah tangga modern. (Hafidhuddin : 2004)

Ketiga, ketentuan yang berkaitan dengan persyatsaia benda dan kekayaan
yang menjadi obyek dan sumber zakat. Diantarangéalad (1) Didapatkan dengan
cara yang baik dan halgAl-Bagarah : 188)(2) Harta benda atau kekayaan itu dapat
berkembang atau berpotensi dapat dikembangkanKégmilikan sempurna dan
penuh (jelas dan dibawah kontrol serta kekuasaanhpgemiliknya didalamnya tidak
terdapat hak orang lain). (4) Mencap@&hab (5) Harta benda dan kekayaan yang
dimiliki tersebut sudah dalam rentang waktu setalmaail). (6) Melebihi kebutuhan
pokok. (Hafidhuddin : 2004).

Keempat, ketentuan yang berkaitan dengan sasakah(naustahik atau golongan
yang berhak menerima zakat). Perintah zakat dipgken kepada para mustahik
dengan jelas disebut dalam Al-Quran sé@aTaubah ayat 60Para mustahik tersebut
di bagi dalam delapan katagori kelomp@shnaf, self targetedyaitu : (1) Fakir,
adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidakmpenyai pekerjaan atau usaha
tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkadr),tidlak ada seorang pun yang
menanggung atau menjamin_kebutuhan hidupnya. (2kiN]i adalah orang-orang
yang tidak dapat mencukupi standar minimal kebanulhidupnya, meskipun
mempunyai pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasihamya itu tidak dapat
mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak ada orgamgg menanggung atau
menjamin kebutuhan hidupnya. (B)nil, adalah orang, badan atau lembaga yang
mengelola dana zakat. (Mjuallaf, adalah orang yang masih lemah keimananya
karena baru memeluk agama Islam. Mereka yang gikanakecenderungan hatinya
atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islaon terhalangnya niat jahat

mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adeamanfaatan mereka dalam
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membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.dl@awy : 1993). (5Riqgab,
adalah membebaskan perbudakan atau memerdekakaa Bahaya dari majikannya
dengan jalan menebus dengan uang.

Dalam konteks fikin kontemporer arigab dapat bermakna membebaskan para
tawanan muslim atau lebih luas lagi membebaskaariraggeri kaum muslimin dari
penjajahan dengan cara menyalurkan dana zakat or@oibantu perjuangan mereka.
(Qardhawy : 1993). (6pharimin adalah orang yang mempunyai hutang karena suatu
kepentingan yang bukan maksiat dan tidak mampu masioya. (7)Sabillilah,
adalah usaha-usaha yang tujuannya untuk meninggkem dan dakwah Islam,
seperti membela dan mempertahankan agama, membabasgeri kaum muslimin
dari orang kafir (penjajah), mendirikan tempat-tampbadah, pendidikan dan
lembaga-lembaga keagamaan lainnyall§8y Sabil,adalah para musafir yaitu orang
yang kehabisan persediaan perbekalan dalam beapekgrena Allah (maksud dan
tujuan berpergian yang baik).

Kelima, ketentuan yang berkaitan dengan distrilulzsi pendayagunaan zakat.
Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdayagian berhasil guna, maka
pemanfaatannya harus selektif dan terbagi dalamaemgtagori. (1) Konsumtif-
Tradisional, yaitu dana zakat yang digunakan langsuntuk kebutuhan konsumsi
sehari-hari. (2) Konsumtif-Kreatif, yaitu untuk kebhhan pendidikan, sarana ibadah,
bantuan alat pertanian dan lain sebaginya. (3)URtdekonvensional, dana zakat
diberikan dalam bentuk barang produkiif seperti Ipeman bantuan ternak kambing,
sapi perahan, mesin jahit dan lain sebaginya. (ddluktif-Kreatif, dana zakat yang
disalurkan diberikan dalam bentuk modal, baik mogabyek sosial seperti
membangun sekolah, sarana kesehatan atau membkangpst usaha para pedagang
atau pengusaha kecil. (Depag RI : 2007).

Keenam, ketentuan yang berkaitan dengan sanksiveaigh zakat yang tidak
membayar kewajiban zakatnya. Pada dasarnya kewagalkat dibebankan kepada
orang yang berima(Al-Baqgarah : 267) dan berlaku umum bagi setiap muslim laki-
laki maupun perempuan. Karena sifatnya yang wapkarAllah memberikan sanksi
dan ancaman bagi orang yang tidak membayar kewajibkatnygAt-Taubah : 34 —
35 dan Fushilat : 6- 7)Sanksi terhadap pembangkang (menolak membayat)zak
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tidak sama dengan pembangkang ibadah-ibadah layanghanya bersifat ancaman
ukhrawi dan preventif Pembangkang zakat dapat dikenakan sanksi keras da
berganda (sanksi di dunia dan akhirat), karena pagkang zakat telah melakukan
kesalahan ganda pula, yaitu kepada Allah dan kepeatay-orang yang mempunyai
hak dalam harta it(Al-Maarij : 24-25).

Umat Islam yang tidak mau membayar zakat kepadoal (pengelola atau
pemerintah Islam) meskipun masih melaksanakan tsimésuk dalam katagori
murtad (ahli al-riddah : keluar dari Islamkarena telah melakukan pemberontakan
dengan menolak ketentuan syariat Islam (Suhar@4) Oleh karena itu Khalifah
Abu Bakar Ash-Shidik RA dengan tegas bertekad manger orang yang
melaksanakan shalat tetapi secara sadar dan sengagak untuk berzakat (Sayid
Sabiq : 1968). Abdullah ibn Mas’'ud RA menyatakarhwa barang siapa yang
melaksanakan shalat tetapi menolak membayar zaledia tidak ada shalat baginya
(Abdul Qasim : 1986).

Mayoritas ulama menyatakan bahwa ummat Islam yamngmgkari atau
menolak membayar zakat berarti telalrrtad dari islam, karena telah mengingkari
perkara agama yang keberadaannya sebagduum minad-diin bidh-dharuurah
atau diketahui secara otomatis keberadaannya dampal&n bagian yang mutlak
dan inheren dari keislaman seseorang. Sedangkamjikaw pemerintah adalah
memberikan sanksi kepada orang yang menolak membakat. Hal ini berdasarkan
pernyataan Nabi Muhammad SAW ........... barang siapa yang memberikan zakat
karena mencari pahala maka baginya pahala dan bgrampa mencegah (dari
membayarnya) maka kami mengambilnya dari separuttatmga. Zakat adalah
kewajiban yang kuat dari beberapa kewajiban darhdm kami, tidak halal bagi
keluarga Muhammad sedikitpun dari harta zakat teuse........

Sebagai mana diketahui bahwa asas pelaksanaan didkatrkan pada firman
Allah SWT yang terdapat padarat At- Taubah ayat 103 yang menjelaskan tentang
pentingnya zakat untuk diambil (dijemput) oleh ppedugas (amil ) zakaDalil al-
Quran tersebut menunjukkan bahwa pihak yang beijksma mengambil zakat
adalah pemerintah (negara) dalam hal ini adalahmirfleepala negara) atau yang

mewakilinya (Suharto : 2000). Sedangkan pdokaha (ahli hukum Islam)
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menyimpulkan bahwa kewenangan untuk melakukan pebidgn zakat dengan
kekuatan hanya dapat dilakukan oleh negara (Rig20®6).

Kewajiban menunaikan zakat bukanlah kewajiban iddiv(personal) yang
bergantung semata kepada hati nurani masing-ma&akgt adalah suatu kewajiban
yang dilaksanakan di bawah pengawasan pemerinégfai@) (Qardhawiy : 1995).

Fakta dalam sejarah Islam menunjukkan signifikgresian negara dalam hal
pengelolaan zakat. Bahwa kewajiban zakat dapatagikan secara efektif terjadi
pada tahun kedu#lijriyah. Saat itu fungsi zakat sebagai salah bentuk laetaat
beribadah bagi para muzaki dan sumber utama petatapegara. (Qadir : 2001).

Hal ini tercermin dari peran aktif Nabi SAW sebadgamiam (Kepala Negara)
dalam mengelola dan menghimpun dana zakat dariarsst. Diantaranya adalah
mengangkat sahabat Zubair ibn Awwam RA dan Jahn&dint RA atau Hudzaifah
ibn Yaman RA sebagai petugas zakamilin) yang bertugas mencatat sedekah
(zakat). (Ridlo : 2006). Sedangkan untuk menghmgakat yang berada di luar kota
Madinah, Nabi SAW mengangkat sahabat Muadz ibn|J&Bayang ditugaskan
untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dari admkypenduduk Yaman. (HR.
Imam Bukhari). Dan para petugas yang diangkat d&umjdk tersebut dibekali
dengan petunjuk teknis dan operasional serta bpabindan peringatan keras
(ancaman dan sanksi) agar dalam pelaksanaan dgelplean zakat dapat berjalan
dengan sebaik-baiknya. (Qadari : 2001).

Perkembangan kebijakan pengelolaan zakat @etepntah atau negara mulai
dari zaman Nabi SAW sebagai pelopor dan penggagas tilanjutkan oleh para
Khalifah Rasyidah Khalifah Abu Bakar Ash-Shidik RA dengan tegas raeangi
kaum muslimin yang menolak mambayar zakat. Kemuadiangangkat sahabat Anas
ibn Malik RA sebagai petugas penghimpun zakat dir8a. (Amin Suma : 2003).

Begitupun di zaman pemerintahan Khalifah Umar ibkKhattab RA yang
mengefektitkan fungsi Baitul Mal dengan sistem adstrasi yang profesional,
Khalifah Utsman ibn Affan RA melanjutkannya dengaengangkat sahabat Zaid ibn
Tsabit RA sebagai petugas zakat dan pengelola gmkauangan negai®aitul
Mal) (Qadari : 2001). Dan diteruskan oleh Khalifah iBh Abi Thalib RA walaupun
pada masanya terjadi pergolakan politik yang kokspléQadari : 2001). Namun
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secara konsisten melanjutkan dan mengembangkajakabipengelolaan zakat oleh
pemerintah (negara) dengan penataan administragi igdih sistematis, transparan
dan profesional. (Amin Suma : 2003).

Pengertian zakat harus dibayarkan melalui pemériatau negara, bukan berarti
zakat yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk bigyai negara atau pemerintah
seperti untuk biaya operasional (rutin) dan biagalpangunan. Tetapi Negara dalam
hal ini adalah sebagai fasilitator dan regulatotukmrmenghimpun dana zakat atau
berperan sebagamilin. (Muftie : 2006).

Dari penjelasan yang telah dikemukan dapat disikgoul bahwa Negara
mempunyai peran penting sebagai pihak yang berkeavaj melaksanakan
pengelolaan zakat baik dari aspek pengumpulan mmawgspek pendistribusian
(fasilitator). Sehingga menjamin kepastian danptlisipembayar zakat dan dana
zakat tersebut dapat dimanfaatkan secara efisierefiktif serta tepat sasaréself
targeted) (Qadir : 2001). Serta peran Negara sebagai reegudangan kebijakan para
muzaki untuk membayar zakat kepaatail (petugas/lembaga/badan resmi), dengan
sanksi dan ancaman bagi mereka yang secara sadabamgkang dan menolak
membayar kewajiban zakatnya.

Urgensi dan alasan zakat harus dikelola. oleh negatalah (1) Nurani
kebanyakan orang telah mengeras, akibat cinta duamg berlebihan, maka bila hak
fakir miskin ‘digantungkan pada orang seperti it@akenkesejahteraan mereka tidak
akan terjamin. (2) Kehormatan kaum miskin dapapeténara dan terhindar dari
hinaan pemberi. (3) Distibusinya lebih tertib daenyeluruh. (4) Penerima zakat
tidak hanya fakir miskin, tetapi juga ada yang b&rimenerima demi kebaikan
(kepentingan) umum, sepemiuallaf, jihad fi sabilillah,dan dakwah. (5) Zakat dapat

mengisi perbendaharan negara. (Qardhawy).
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2.2. Peran Amil dalam Pengelolaan Zakat

Al-Quran menyebutkan secara eksplisit peran dantinggrya amil dalam
melaksanakan pengumpulan zakat dari ummatnbillah zakat dari sebagian harta
mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan utigay mereka, dan
berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu didmggentraman jiwa bagi
mereka. Dan allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetat{At-Taubah : 103).

" Sesungguhnya zakat itu bagi orang-orang fakiramg-orang miskin, para amil
zakat, dan ..........cc..... " (At-Taubah : 60).

Ayat tersebut dengan jelas menyebutkan kewajibankumengambil zakat dari
orang-orang yang mampu membayar zakat (para wajaty untuk selanjutnya
disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanystéimk). Sedangkan ayat
lainnya menyebutkan pelaksana zakat denganAmthina 'alaiha. Serta menjadikan
mereka sebagai salah satu golongan yang berhakrimeneakat, sebagai insentif
atas pekerjaannya dalam mengelola dan mengurus zaka

Amil zakat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalaieka yang melaksanakan
segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pepgusamapai kepada bendahara
dan para penjaganya. Juga mulai dari. yang mencattpai kepada yang
menghitung masuk dan keluarnya dana zakat, dan agimia kepada para
mustahik. (Qardhawy : 2000). Dengan kata lain aadhlah orang-orang yang
ditugaskan oleh Imam atau Negara untuk mengamtahuliskan menghitung dan
mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakkik diberikan kepada yang
berhak menerimanya. (Imam Qurthubi dalam Hafidhadd@002).

Rasulullah SAW pernah mengutus seorang pemuda si&u Asad, yang
bernama lbnu Lutaibah untuk mengurus masalah Ba@tSulaim. Dan pernah juga
mengangkat sahabat Ali ibn Abi Thalib RA sebagail d&@ negeri Yaman untuk
mengurus zakat. Dalam sebuah hadits shahih Imarnd@uéan Muslim, Rasulullah
juga pernah mengangkat dan mengutus sahabat Mbadiabal RA sebagai amil

zakat untuk negeri Yaman. Rasulullah SAW memerkdahkepadanya untuk
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mengambil zakat dari orang-orang kaya dan membagjkbnnya kepada fakir
miskin di daerah tersebut.

Perhatian Islam terhadap golongan (amilin) dan dimasukkannya ke dalam
golongan yang ketiga dari delapan golongan yanghakermenerima zakat,
mengindikasikan peran penting amil zakat yanggsiohal dalam menghimpun,
mengelola, memberdayakan dan kemudian mendistkdnuszakat kepada yang
berhak menererimanya. Dan secara bersamaan menupakas kewajiban negara
untuk mengatur dan mengangkat orang-orang yan@rjaelsecara profesional
tersebut dalam mengurus dan mengelola zakat seautayta zakat yang dihimpun
tersebut dapat berdaya guna bagi masyarakat.

Dengan demikian jelas bahwa secara hukum asalupeagn atas semua harta
zakat adalah hak pemerintah (negara). Dan negakavibgiban mengangkat orang
atau membentuk lembaga atau badan yang dapat raesdes tugas dan fungsi amil
dalam hal mengelola dan memberdayakan zakat.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia, pengelata&at diatur berdasarkan
UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dengamnpst pelaksanaannya
mengacu pada KMA No. 38 tahun 1999 yang kemudiperdaharui dengan KMA
No. 373 tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jeh@@mbingan Masyarakat Islam
dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedohe&nis Pengelolaan Zakat.

Amil yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintalmusamempunyai kualifikasi
sebagai berikut : (1) Beragama Islam, (2) Mukalaitu orang dewasa yang sehat
akal dan fikirannya yang siap menerima tanggungipagama, (3) Memiliki sifat
amanah atau kejujuran, (4) Mengerti dan memaharurhthukum zakat, dan (5)
Memiliki  kemampuan untuk melaksanakan tugas dengsebaik-baiknya
(profesional). (Qardhawy : 1993) serta (6) Memikkisungguhan (komitmen) waktu
dalam melaksanakan tugasr(fal time). (Hafidhuddin : 2002). Seorang Amil Zakat
mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin dan ahanelebihi yang disyaratkan
oleh hukum dan peraturan hukum positif.
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Syarat amil yang telah dikemukakan tersebut merkanlwpersionalisasi konsep
yang kemudian oleh Forum Zakat dirumuskan dalantulzekode etik amil zakat.
Kode Etik Amil Zakat Indonesia dimaksudkan sebaganduan dan aturan bagi
seluruh amil, baik yang bekerja di lingkungan Badamil Zakat (BAZ), Lembaga
Amil Zakat (LAZ), maupun di lingkungan dunia pen#ah dalam pemenuhan
tanggung jawab profesinya. Tujuan profesi amil radalah memenuhi tanggung
jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi chencapai tingkat kinerja
tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingn gulidaik muzaki (wajib zakat),
mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat lima keétart dasar yang harus
dipenuhi, yaitu : (1) Integritas; diperlukan indiui yang dengan jelas dapat
diidentifikasikan oleh publik sebagai sosok yangaaah darberakhlakul karimah.
(2) Kredibilitas; publik membutuhkan kredibilitaglpyanan dan sistem pelayanan.
(3) Profesionalisme; diperlukan individu yang demgelas dapat diidentifikasikan
oleh publik sebagai profesional di bidang pengelolazakat. (4) Kualitas Jasa,
terdapatnya keyakinan bahwa semua jasa yang dabedari amil zakat diberikan
dengan standar kinerja tertinggi. (5) Kepercaygaumlik harus dapat merasa yakin
bahwa terdapat kerangka etika profesional yangnmdaki pemberian jasa oleh amil
zakat. (FOZ : 2003). Kode etik amil zakat Indonesiangandung prinsip-prinsip
etika dan aturan-aturan etika yang mengatur peataiesapemberian pelayanan atau
jasa dan pengelolaan zakat oleh amil zakat.

Prinsip etika profesi dalam Kode Etik Profesi Aiddkat Indonesia menyatakan
pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepadbkpwyhitu muzakki(wajib
zakat atau donatur), mustahik, mitra kerja dan eaa@kat luas. Prinsip ini memandu
amil zakat dalam memenuhi tanggung jawab profesigaadan merupakan landasan
dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnyrinsip ini meminta komitmen
untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengarbakeuntungan pribadi

maupun golongan.
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Setiap amil zakat berkewajiban untuk senantiasdinbdek dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menjaga kepercayaankpdah menunjukkan komitmen
atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suabfepr adalah penerimaan tanggung
jawab kepada publik. Profesi amil zakat memegasrgnan penting di masyarakat;
di mana publik dari profesi amil zakat terdiri damuzakki, mustahjkmitra kerja,
pemerintah dan masyarakat secara umum bergantuegad& obyektivitas dan
integritas amil zakat dalam memelihara berjalaniyagsi pengelolaan dana
masyarakat yang dilayani secara keseluruhan. ¢aatarngan ini menyebabkan
sikap dan tingkah laku amil zakat dalam menjalangesgramnya mempengaruhi
kesejahteraan (ekonomi dan non-ekonomi) masyadakahegara.

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan lguhblnil zakat harus
memenuhi tanggung jawab profesionalnya denganritdasgsetinggi mungkin. Amil
zakat harus menjaga obyektivitasnya dan bebas bdgtiuran kepentingan dalam
pemenuhan kewajiban profesionalnya. Obyektivitagledd suatu kualitas yang
memberikan nilai atas jasa yang diberikan amilngtpi obyektivitas mengharuskan
amil bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak pexsangka atau bias, serta bebas
dari benturan kepentingan atau berada di bawahapemgihak lain. Amil bekerja
dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harusnjukkan obyektivitas mereka
dalam berbagai situasi. Setiap amil harus melaksengsa profesionalnya dengan
kehati-hatian syari'ah, kehati-hatian profesiodedmpetensi dan ketekunan, serta
mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahden keterampilan

profesional pada tingkat yang diperlukan. (FOZ0320

2.3. Konsep Profesional, Transparans dan Akuntabilitas

Deskripsi amil zakat yang telah dikemukakan diat@syimpulkan secara umum
bahwa dibutuhkannya sebuah sistem administrasit z&ey di dalamnya mengandung
unsur profesional, transparansi dan akuntabilitagi [para amil zakat. Sikap yang
profesional, transparan dan akuntabel (bertanggwad)) menjadi sebuah keniscayaan
bagi para amil dalam mengelola dan mengoptimall@repmaan zakat pada lembaga

atau badan amil zakat.
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Secara prinsip definisi profesional memiliki satlainataucore basicyang sama.

Secara harfiah dan ide, beberapa definisi profafilme dapat dijabarkan sebagai
berikut :* a focused, accountable, confident, competentjvaton toward a particular
goal, with respect for hierarchy and humanity, lédbe emotion.” “ the idea that
membership of a profession carries with it a setinbérnalized values that will be
reflected in the way in which work is carried outdathe ethical standards that are
adhered to”. Profesional adalah orang yang memiliki keahliaauatlengan kata lain
seseorang yang bekerja berdasarkan standar kuaktemtitas waktu dan biaya.
(Poerwadarminta : 1982). .
Seseorang disebut profesional adalah : (1) Merek® ynemahami dan menghayati
bidang profesinya, selalu meningkatkan pengetakdaarketerampilan untuk menyajikan
karya terbaik pada setiap pelaksanaan tugas. (2JeKde yang mengutamakan
kepentingan profesi lebih dari kepentingan pribgalin3) Mereka yang kokoh menjaga
reputasinya antara kata dengan perbuatan; (irdejritegun menepati komitmen dan
dapat diandalkan,(4) Mereka yang patuh pada ko#éepetfesi, aturan, dan peraturan
yang berlaku.

Sejalan dengan pengertian di atas, bahwa tanatamgdesional paling tidak
mencakup pengembangan pengetahuan, kemampuamnmpidra dan etika, Pertama
seorang yang profesional harus mampu menguasae@mmn danketrampilan yang
memang diperlukan untuk mendukung keberhasilange, fprenguasaan yang langsung
berhubungan dengan pekerjaannya, maupun pengetgieradukungnya. Pengertian
memiliki pengetahuan ini tiudak hanya sekedar daétamin waktu tertentu, tetapi justru
harusv mampu mengikuti perkembangan pengetahualuekseoarang profesional yang
berkualitas harus memerlukan ketrampilan atau gskitig berkembang. Kemampuan
seorang profesional untuk terampil dalam menggumaka
pengetahuannyaakanmenampilkan mutu dan kualitasrarggo profesional yang
berkualitas. (Moeljono : 2004).
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Pendapat ahli lainnya mengatakan bahwa pengertiaiegional adalah suatu
kemampuan dan ketrampilan seseorang dalam melakgt@rjaan menurut bidang dan
tingkatan masing-masing (Suit dan Almasdi : 208@ara mendasar sesorang tersebut
memiliki sikap mental positif, bertanggungjawabdpie dan mau berkembang (Atmadi :
2001). Sseseorang atau tenaga profesional tida&t dfupilai dari satu sisi saja, tetapi
seseorang atau tenaga profesional harus dinialibéabagai sisi. Faktor keahlian dan
ketrampilan merupakan hal yang penting untuk dikindieh seseorang yang profesional
tetapi faktor mentalitas juga harus diperhatikapseédrang yang profesional adalah
mereka yang benar-benar memiliki_keahlian dankeifiam serta sikap mental yang
terkendali, terpuji ddan dapat menjamin bahwa segesuatu dari tindakan dan sikapnya
berada dalam kondisi yang terbaik dari penilaintgepihak (Suit dan Almasdi : 2000).

Profesional bukan hanya mengetahui pengetahuan kd&mampilan an-sich
apabila orang tersebut memperaktikan pengetahuakedeampilannya itu dalam bentuk
aktivitas yang sesuai dengan etika dan profesinganitulah yang disebut profesional
(Sianipar : 2000). Sikap profesional seseorangktidanya semata-mata diukur dari
kemampuan dan ketrampilgskill) yang dimiliki tetapi faktor etika dan morglttitude)
juga termasuk di dalamnya (Mogokinta : 2002).

Pandangan lain tentang profesional adalah orangy yaelakukan sesuatu
pekerjaan dengan purba waktu (full time), dan hidigri pekerjaan itu dengan
mengandalkan keahlian dan ketrampilan yang tirgggta punya komitmen pribadi yang
mendalam.

Konsep profesional juga berarti pribadi yang beaktsr dan memiliki komponen
intelektual seperti komitmen yang kuat terhadapiekayang didasari kemampuan
bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan kemarbpuanentasi terhadap pelayanan

pelanggan (Ballatine : 1993).
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Dari pengertian profesional yang telah dikemukakaacara umum dapat
disimpulkan unsur profesional terdiri dari :

1. Sikap (attitude), adalah Reaksi seseorang atas rangsangan dari dnar y
dipengaruhi oleh pemahamannya atas rambu-rambu tdtn nilai budaya serta
pengalaman hidupnya. Dan sikap ini dapat diberatiau terbentuk akibat interaksi
dalam kehidupan dan profesinya.

2. Pengetahuatknowledge)adalah IImu, pengalaman, pelajaran yang diserap
penuh secara sadar dan menjadi bagian dari kemanmgrseorang. Pengetahuan ini
berperan sebagai modal dasar untuk pengembangargsivgertumbuhan, dan
penyempurnaan profesi. Taraf pemahaman dan perajugsngetahuan menentukan
tinggi rendahnya kemampuan profesi seseorang.

3. Ketrampilan(skill) adalah Kemampuan berpikir dan atau bertindak damaina
bawah sadar akibat proses yang berulang dalam wakiy cukup lama. Ketrampilan ini
dapat berkembang dari intuisi naluri dan inderankee dalam pelaksanaan tugas.

Arah dari ketrampilan ini menuju kepada peningkapmoduktivitas, ketepatan, dan
ketelitian seseorang pada profesinya.

Unsur-unsur di atas sebenarnya dapat juga dikaitbemgan pengertian dari
kompetensipahwa seseorang dapat dikatakan kompetensi apabitailiki sikap yang
baik, pengetahuan yang memadai dan ketrampilan gapgt diandalkan. Jadi seseorang
dikatakan profesional jika dia telah memiliki ketignsur di atas.

Karena sikap adalah salah satu unsur yang hargmtsdiperhatikan oleh para
profesional maka dapat dikatakan bahwa profesimgek hanya sekedar nama tapi harus
benar-benar menerapkan kualitas ‘dan kepentinganlikpweang tinggi demi
profesionalitas kerjanya, agar profesi yang dialéetap dapat dipercaya oleh
masyarakat.

Dalam konteks ini, pelaksanaan tanggung jawab gsebarofesional, setiap
pengelola zakat(amil zakat) harus senantiasa menggunakan pertimbangan aspek
syari'ah, moral, dan manajerial dalam semua kegiatan yaitlgkutan. Sebagai
profesional, amil zakat mempunyai peran pentingamamasyarakat. Sejalan dengan
peranan tersebamil mempunyai tanggung jawab kepada sestaiieholde(para pihak

yang terkait dengan zakat). Amil zakat juga harekls bertanggung jawab untuk
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bekerjasama dengan sesama amil zakat untuk menggkavaprofesi dan kompetensi,
memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalaskeggung jawab profesi dalam
mengatur diri dan lembaga.

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip yamgjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh iafirmAkses informasi di sini
berkaitan dengan kebijakan, proses pembuatan dakspeaannya, serta hasil-hasilnya.
(Bapenas & Depdagri : 2002). Dan akses informasetmut dapat ditujukan pada institusi
penyelenggaraan dalam sektor pemerintahan ataor sskasta.

Transparansi tersebut berhubungan dengan kebijkboka bagi pengawasan.
Sedangkan yang dimaksud informasi adalah informmesigenai setiap aspek kebijakan
publik yang dapat dijangkau oleh masyarakat lulteuthia : 2000). Dengan adanya
keterbukaan informasi kepada masyarakat diharapkan menghasilkan kredibilitas dan
kepercayaan publik terhadap institusi (badan atammbé&ga) penyelenggara atau
pelaksana.

Tranparansi terkait dengan aspek komunikasi puidék institusi pelaksana dan
aspek hak masyarakat terhadap akses informasi. akgduakan sulit dilakukan jika
institusi: pelaksana tidak menangani dengan baikrjdnya. Manajemen kinerja yang
baik adalah titik awal dari transparansi (Meuth?®902).

Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip trangpsi dari badan atau
lembaga pengelola zakat sebagai institusi yanggmempun dana zakat dari umat (dana
publik) merupakan sebuah keniscayaan, sebagaggng inheren dari sebuah sistem
administarsi modern. Karena dengan adanya trangiakapada masyarakat diharapkan
akan menghasilkan tingkat kepercayaan dan pamisipasyarakat (wajib zakat) yang
tinggi dalam membayarkan kewajiban zakatnya kepmdian atau lembaga pengelola
zakat.

Prinsip-prinsip tranparansi dalam pengelolaan zalatyangkut beberapa aspek,
diantaranya adalah : Pertama, tranparansi yan@ibenkdengan petugas pengelola zakat,
terkait dengan model rekruitmen, tingkat kompetekegpabilitas dan kredibilitas dan lain
sebagainya. Kedua, transparansi yang berhubungeyaag@erencanaan pengelolaan atau
pemberdayaan zakat. Rencana pengelolaan atau mEpaen dana zakat harus dapat

diakses oleh para pihak yang berkepentin@gaakeholders Ketiga, tranparansi yang
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menyangkut prosedur pengelolaan dan pemberdaya&at. z®2ara pihak yang
berkepentingan harus dapat mengetahui bagaimare zd@t tersebut disalurkan (di
distribusikan), kebijakan penentuan penerima dakatzZimustahik) dan lain sebagainya.
Keempat, tranparansi yang berkaitan dengan caloaripea zakat. Petugas zakat harus
dapat memperlihatkan daftar orang atau badan dabalga yang akan menerima dana
zakat. Serta dapat menjelaskan tujuan dan manéa zbikat yang disalurkan tersebut.
Kelima, tranparansi yang berkaitan dengan jumlaminal dana zakat yang disalurkan
kepada penerima zakat. Jumlah nominal dana zakat gdéerima oleh mustahik harus
sesuai dengan daftar distribusi penyaluran danatzgiing ada pada administrasi
pembukuan zakat. (Direktorat Pemberdayaan Zaka@7)2

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yalilgeri mandat untuk
memerintah kepada mereka yang memberi mandat Muia(h Budiardjo : 1998).
Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengamncipiakan pengawasan melalui
distribusi kekuasaan atau kewenangan pada lembag@rimtah atau institusi publik
sehungga mengurangi penumpukan kewenangan (sstiktadne man shovatauover
laping) sekaligus menciptakan kondisi saling mengawelseck and balances system).
(Krina : 2003).

Akuntabilitas dapat juga berarti kewajiban untuknjae/ab dan menjelaskan
kinerja tindakan seseorang atau badan kepada pihak- yang memiliki hak untuk
meminta jawaban atau keterangan dari orang ateanbgahg telah diberikan wewenang
untuk mengelola sumber daya tertentu (Krina : 2003)

Dari seluruh pengertian di atas, akuntabilitas tajartikan keseluruhan aspek
tingkah laku seseoran@ehavior),dapat mencakup kelakuan baik yang bersifat pribadi
(internal), maupun yang bersifat eksternal terhaltagkungan dan orang-orang yang
berada di lingkungannya. Secara sederhana pengetiantabilitas adalah seseorang
atau institusi (badan atau lembaga) dapat menjgveatanyaan dari atasannya (atau
pihak yang memberi kewenangan) mengenai tindakag gdakukannya. Dengan kata
lain adanya hubungan sebuah individu atau badag gapat menjawab dengan jelas

pertanyaan yang berkaitan dengan kinerjanya. (B@001 dalam Kurniawan : 2007).
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Dengan sebab itu, akuntabilitas sangat terkait alergjektifitas kegiatan dalam
pencapaian tujuan, sasaran dan target atau prdgrgan Dalam sebuah institusi publik
(organisasi, badan atau lembaga) hal tersebutdiskan dalam visi dan misi organisasi.
Secara garis besar akuntabilitas dapat dibagi rienga tipe, yaitu : (1) akuntabilitas
keuangan, (2) akuntabilitas administratif dan (d)rdabilitas publik. (Krina : 2003).

Dalam konteks pengelolaan zakat, penerapan prpigigip akuntabilitas saat ini
menjadi sebuah keharusan bagi setiap badan atdbadmpengelola zakat. Karena
dengan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitast§pggungjawaban) baik yang bersifat
internal (individu) antara bawahan dan atasan dterdengan tugas, kewajiban dan
kewenangan) dalam sebuah badan atau lembaga pengakat, maupun yang bersifat
eksternal (kelembagaan) antara lembaga yang déwmweanah (terkait dengan tujuan,
sasaran dan program Kkerja lembaga) dengan pembexnad (stakeholders)akan
menghasilkan tingkat signifikansi partisipasi kefnain dan ketertiban wajib zakat dalam

membayar kewajiban zakatnya.

2.4. Konsep Dasar Kebijakan dan Ketertiban Wajib Zakat

Kebijakan menunjuk pada rangkaian konsep dan as&s menjadi dasar rencana
dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan serta lm@tindak (tentang perintah,
organisasi dan. sebagainya). Secara etimologisahstilebijakan berasal dari bahasa
Yunani, Sansekerta yang akar katanya masuk ke dadrasa Latin menjagiolitea
(negara) dan akhirnya masuk ke dalam bahasa Isggeenjadipoliie yaitu yang
berkenaan dengan pengendalian masalah-masalalk ptdoli administrasi pemerintahan
(Dunn : 1999).

Sedangkan asal kapwlicy sama dengan kata lainnpalice dan politics. Istilah
kebijakan biasa digunakan dalam kaitannya dengalakan atau kegiatan pemerintahan,
serta perilaku negara pada umumnya. (Mustopadidjaj®88). Kebijakan tersebut
dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan, sehikggan kebijakan pada hakikatnya
merupakan kajian yang terkait dengan perundangngaia
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Kebijakan yang dimaksud dalam konteks ini, terdaitgan regulasi tentang zakat
yaitu seluruh kebijakan Pemerintah atau Negara gangngkan dalam bentuk peraturan
perundangan untuk mengatur sistem pengelolaan dakd¢gara tersebut. Pengalaman
empiris dari negara-negara yang mayoritas pendy@duknuslim dan pemerintahnya
menaruh perhatian yang serius terhadap pengeladakat melalui produk kebijakan
yang pro zakat, menunjukkan tingkat signifikansingaberarti dalam realisasi
penghimpunan dana zakat.

Saat ini, kebijakan negara yang mengatur tentatakgenaan pengelolaan zakat
dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun91@%UJ No. 38/1999) tentang
Pengelolaan Zakat. Dalam teknis pelaksanaannyardagngan Keputusan Menteri
Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanb&h No. 38/1999 yang
diperbarui dengan KMA No. 373 tahun 2003 dan Kegantu Dirjen Bimbingan
Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D / 291 taR000 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Zakat.

Konteks ketertiban wajib zakat dalam penelitianlabih cenderung kepada
pengertian umum dari kepatuhan wajib zakat dalanmipagar zakat secara rutin.
Membangun sebuah ketertiban (kepatuhan) adalakalmg tidak mudah. Apalagi yang
ingin dibangun adalah sebuah ketertiban yang peemddntuk membangun ketertiban
membayar zakat dari para wajib zakat setidaknyariipan dua faktor, yaitu faktor
internal yang berkaitan dengan kesadaran dan pensatha&vajib zakat terhadap zakat.
Dan faktor eksternal yang berkaitan dengan adamyandan atau anjuran dari pihak
tertentu (dalam hal ini pemerintah atau negaraaluikebijakan yang mengikat ( adanya
sanksi, ancaman maupueward) terhadap para wajib zakat untuk membayarkan
zakatnya kepada badan atau lembaga pengelolayai@tesmi.

Dan di sisi lain sikap profesional, akuntabilitdan transparansi badan atau
lembaga zakat tersebut menjadi sebuah keniscaydam enelaksanakan dan mengelola
zakat. Sehingga ketertiban wajib zakat dalam mgarteakat pada badan atau lembaga
pengelola zakat dapat meningkat secara signifiKetertiban yang dimaksud di dalam
konteks ini adalah konsistensi (rutinitas) atau ioman wajib zakat untuk membayar
zakatnya sesuai dengan aturan dan ketentuan yatakibgada lembaga atau badan

pengelola zakat.
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2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang zakat dan permasalahannyalial@yak dilakukan oleh
para peneliti(researche), akademisi maupun para praktisi zakat. Di anfeaelitian
tersebut adalah sebagai berikut :

Hamidiyah, Emmy (2004), melakukan penelitian tegté&malisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat, Infak, SedeRatakaf dan Kurban
(ZISWAK) di Dompet Dhuafa (DD) Republika. Pendlii tersebut dilatar belakangi
oleh adanya kesenjangan yang besar antara regisagumpulan dana zakat dan data
potensi zakat. Untuk mengatasi kesenjangan terseenurutnya perlu diketahui faktor-
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi usaha-usahgumpulan zakat, infak,
sedekah, wakaf dan kurban di DD Republika.

Faktor-faktor yang dianalisis adalah promosi, jumlaringan, regulasi, dan
moment bulan keagamaan. Penelitian ini bertujuatmkumembuktikan bahwa biaya
promosi, jumlah jaringan, adanya regulasi tentaagaz dan adanya moment bulan
Ramadhan dan Dzulhijjah berpengaruh positif terpag@ngumpulan zakat dan dana
lainnya di DD Republika.

Variabel promosi diteliti untuk mengatasi permaatarendahnya kesadaran dan
pemahaman masyarakat terhadap ZIS dan Wakaf, dadalmya kepercayaan
masyarakat kepada lembaga amil zakat disebabk@am&a&ekurangtahuan masyarakat
atas kegiatan lembaga amil tersebut. Kegiatan kagilidan edukasi ZIS dan Wakaf
kepada masyarkat diasumsikan berpengaruh terhadgat kesadaran dan pemahaman
masyarakat atas kewajiban membayar zakat, meskiptuk hal ini seharusnya ada
penelitian tersendiri untuk dapat membuktikan pemgasosialisasi zakat terhadap
kesadaran masyarakat dalam berzakat. Kegiatan gromi@n publikasi lembaga
diasumsikan akan meningkatkan pemahaman masyastksitkegiatan atau aktivitas
lembaga tersebut yang pada akhirnya akan menirgkakepercayaan masyarakat
terhadaplembaga pengelola zakat. Variabel pronayselbut mewakili biaya promosi,
publikasi, edukasi dan sosialisasi yang dilakukeh tembaga pegelola zakat baik untuk

produk ZIS dan Wakaf maupun lembaganya.
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Variabel jaringan diteliti karena bedasarkan sunWRAC dan riset yang
dilakukan Dompet Dhuafa, menyatakan bahwa salab pattimbangan pemilihan
lembaga oleh muzakki adalah faktor kemudahan daatdekasinya dengan muzakki.
Variabel jaringan dalam penelitian ini mewakili &k pelayanan dan pembayaran ZIS
dan wakaf serta media pembayaran ZIS yang lainrsepkening bank, telepon seluler,
internet dan lain sebagainya.

Variabel moment bulan Ramadhan dan Dzulhijjah,lidittarena berdasarkan
pengamatan empiris di berbagai lembaga pengelék,zaengumpulan dan penerimaan
zakat, infak, sedekah dan wakaf biasanya meningkatra signifikan pada bulan
Ramadhan, dan pada bulan Dzulhijah karena adamyabg@yaran hewan kurban.
Variabel regulasi dalam penelitian ini dianggaptpenkarena berdasarkan pengalaman
empiris dari beberapa negara, keberhasilan per@e@lokzakat tidak terlepas dari
keberadaan peraturan perundangan yang ditetapkhnpemerintah. Data pertumbuhan
penerimaan ZIS di Indonesia juga menunjukkan bahwa tahun terakhir (setelah
terbitnya UU tentang pengelolaan zakat) jumlah akeng dapat dikumpulkan oleh
lembaga dan badan amil zakat menunjukkan peningkgdag cukup berarti. Dengan
terbitnya UU pengelolaan zakat yang diikuti olelmbiteya UU pajak penghasilan,
diasumsikan masyarakat terdorong untuk membayazrékatnya karena adanya insentif
pengurangan kewajiban pajak.

Jenis penelitian ini adalah peneliti@dausal-Comparativeatau dikenal dengan
istilah Ex Post FactoPeneltian ini mencoba untuk menentukan suatubseaa sesuatu
yang sudah terjadi. Variabel perlakuan pada degaielitian ini merupakan kejadian
yang sudah terjadi. Kejadian yang sudah terjadardapenelitian ini tidak dilakukan
perlakuantreatment)oleh peneliti (Kountur : 2003).

Data yang digunakan adalah jenis d#tae seriesyaitu data pengumpulan
ZISWAK yang ada di DD Republika yang berupa lapdkanangarauditeddari tahun
1996 sampai dengan tahun 2002, data per bulanipe@ar dana dan biaya promosi
sejak tahun 1996 — 2003, data dari annual repdrmtinta2002, data-data laporan
penerimaan dana tahun 2003 dan laporan riset pametatensi donatur dan kepuasan

konsumen pada tahun 2004.
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Analisis data penelitian menggunakan analisis faktang digunakan untuk
menentukan faktor yang akan dianalisisdan analisgresi linear berganda yang
digunakan untuk mengetahui hubungan korelasi ardeabel tersebut. Hasil analisis
menyebutkan pengumpulan ZISWAK pada periode t djparhi oleh biaya periode t
dan biaya promosi t-1, jumlah jaringan pada peripileregulasi yang dibedakan masa
sebelum regulasi dan setelah regulasidament. Momerdalam konteks ini dibedakan
atasmomentbulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah, serta buldarbdiluar keduanya.
Simpulan dari analisis data menunjukkan bahwa fakiktor yang mempengaruhi
pengumpulan ZISWAK pada lembaga pengelola zakadattarta khususnya di DD
Republika, sebesar 75.8 persen dijelaskan oletatpaymosi, jumlah jaringan, regulasi
danmomenbulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah.

Sedangkan jika tanpa variabel regulasi, maka ketigiabel yaitu biaya promosi,
jaringan dan moment menjelaskan sebesar 75.5 peasetel pengumpulan ZISWAK.
Biaya promosi secara signifikan berpengaruh pagthiadap pengumpulan ZISWAK di
DD Republika. Jaringan berpengaruh positif dan iBkgm terhadap pengumpulan
ZISWAK di DD Republika. Dan Regulasi tidak berpengasecara signifikan terhadap
pengumpulan ZISWAK di DD Republika. Sedangkaomentkeagamaan yaitu bulan
Ramadhan dan bulan Dzulhijjah berpengaruh posi&€as signifikan terhadap
pengumpulan ZISWAK di DD Republika.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkamvie salah satu faktor yang
berpengaruh signifikan dalam pengumpulan zakat dana sosial lainya di DD
Republika adalah faktor jumlah promosi yang diketaa. Jumlah biaya promosi yang
dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah penglempdana. Kegiatan promosi atau
sosialisasi dan ketersedian banyaknya jumlah janngengumpul zakat merupakan
bagian dari sistem administrasi zakat modern yargdsiskan pada unsur sumber daya

manusia yang profesional, terbuka dan bertangguadja
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Takidah, Erika (2004), Penelitiannya berdasarkadappenelitian yang telah
dilakukan oleh Morgan dan Hunt pada tahun 1994 yaegyatakan bahwa komitmen
dan kepercayaan berkaitan erat dengan kualitas dasembaga perbankan. Dengan
model tersebut, peneliti mencoba untuk menerapkamumiuk mengukur kualitas jasa
pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengaada hasil evaluasi para
muzakki. Selain masalah kualitas jasa, diduga ajaméah faktor lain yang dapat
mempengaruhi tingkat kepuasan muzakki dalam memb&gavajiban zakatnya,
diantaranya adalah faktor kepuasan itu sendiriglcgyaan dan komitmen.

Obyek penelitian ini adalah para muzakki di BadanilAZakat Nasional yang
berfungsi menilai kualitas jasa Badan Amil Zakatsidaal. Variabel-variabel yang
terkait dalam penilaian Kualitas Jasa (sebagaabatibebas) adalah Kepuasan Muzakki ,
Komitmen Muzakki dan Kepercayaan Muzakki (sebagaiabel terikat) terhadap Badan
Amil Zakat Nasional. Melalui kuisoner yang telahaticang, para muzakki Badan Amil
Zakat Nasional dapat menilai secara langsung pehdemalitas Jasa Badan Amil Zakat
Nasional pada Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki.

Kerangka teoritis yang dibangun dalam penelitiarberdasarkan kerangka teori
untuk nasabah perbankan. Teori tersebut menjelatkaiang bagaimana pemasaran
relasional atau kualitas relasional dibangun bemttas kepercayaan.

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan hubumyerakki dengan Badan
Amil Zakat terhadap model berdasarkan kerangkaiti®orang diajukan belum ada,
sehingga yang dijadikan salah satu referensi d&lerangka teorinya adalah penelitian
Umratul Khasanah (2004) yang membahas analisis Inetegelolaan dana zakat di
Indonesia. Data yang digunakan adalah data Isasiey,denga sampeinuzakkidari
BAZNAS vyang dipilih secara sengaja. Jumlah respondebanyak 200, dengan
berdasarkan jumlah sebanyak ini maka teknik asailjang digunakan adalah model
SEM (Struktural Equation Model) .

Hasil analisis dengan menggunakan alat uji statigtialisis faktor dan SEM
dalam SPSS versi 12 dan Lisrel versi 8.3 dipertdeberapa simpulan, yaitu Kualitas
jasa BAZNAS sangat ditentukan atau berpengaruhtiptesihadap kepuasan muzakki
Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan muzakki reecagnifikan dibentuk oleh

kualitas jasa Badan Amil Zakat. Kepuasan terbesiadibangun oleh seberapa besar
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sikap empathi yang dikembangkan oleh para amil zakat terhadam panzakki.
Kepuasan muzakki Badan Amil Zakat terhadap pers&palitas jasa Amil Zakat
berpengaruh positif terhadap kepercayaan para rkiuzd&l ini mengindikasikan bahwa
kepercayaan muzakki secara signifikan dibentuk #epuasan muzakki Badan Amil
Zakat. Kepercayaan terbesar ini dibangun dari esagiathi dari para amil zakat.

Kepercayaan muzakki Badan Amil Zakat terhadapgpsiskepuasan jasa amil
zakat berpengaruh positif terhadap komitmen muzdékibaga amil zakat. Hal ini
mengindikasikan bahwa kepercayaan muzakki secgnaikan dibentuk oleh kepuasan
muzakki lembaga amil zakat. Kepercayaan terbesar mpaizakki dibangun oleh faktor
opportunistic behavior yang artinya keyakinan adangeraturan hukum yang
menyangkut jasa Badan Amil Zakat.

Sedangkan komitmemuzakki kepada lembaga amil zakat BAZNAS sangat
dipengaruhi oleh kepercayaan mereka terhadap |eardoad.

Sedangkan kepercayaan tersebut dipengaruhi oletyadtayakinan akan adanya
peraturan hukum yang menyangkut jasa Badan AmibZaHal lain yang ditemukan
dalam penelitian ini adalah bahwa komitmen nasdegdada amil juga dibentuk oleh
faktor relationship termination cosatau keengganamuzakkiuntuk beralih ke penyedia
jasa amil zakat lainnya walaupun terdapat keisties@wain di badan atau lembaga amil

zakat yang lain.

Safira Purwanti, Ayu (2004), melakukan penelitis/antang Analisis SWOT
Dalam Upaya Pengembangan Badan Amil Zakat Nasi(BRAZNAS). Penelitiannya
berdasarkan latar belakang yang menyebutkan regdatensi zakat di Indonesia yang
sangat besar, tetapi pada realisasinya dana zakgtdapat dihimpun tersebut jauh dari
harapan dan kenyataan. Pelaksanaan pengelolaandzdkdonesia sesuai dengan UU
No. 38 tahun 1999 di antaranya di laksanakan oladaB Amil Zakat Nasional
BAZNAS). BAZNAS merupakan badan amil zakat miliknperintah yang bertugas dan
berupaya menggalang dana zakat, infak, sedekatvaleaf yang ada di masyarakat.
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Bagi BAZNAS analisis SWOT ini akan menunjukkan kizel dan kuantitas
posisi BAZNAS yang kemudian akan dapat memberikantuk-bentuk strategi yang
dapat dilakukan oleh BAZNAS untuk dapat mengembangkganisasi di masa datang
dengan memnafaatkan sumber daya yang dimiliki 8AENAS. Analisis SWOT ini
juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi keunggulamnsaing(competitive advantage)
BAZNAS yang disebut juga sebagai kemampuan intalja faktor kekuatan dikurangi
kelemahan memperoleh nilai positif maka akan mengdiasan bagi BAZNAS untuk
dapat menyusun strategi agar dapat unggul dalagefaan dana ZIS. Kemampuan ini
diperoleh dari bobot dan hasil kali skoring dengating yang tertinggi pada faktor
kekuatan.

Untuk dapat memperoleh kepercayaan dari masyaisiadgai landasan bagi
BAZNAS untuk menjalankan fungsinya, maka badanetass harus mampu menjadi
sebuah badan atau lembaga yang transparan atashskégiatannya. Upaya dan usaha
meningkatkanmageBAZNAS yang kredibel harus terus menerus dilakubaik melalui
proses internal maupun eksternal.

Metode penelitian menggunakan analisis SWGQOStrepghts ; Kekuatan,
Weakness KelemahanQpportunities; Peluang, daifhreats; Ancaman) yaitu metode
untuk menganalisis strategi yang tepat untuk pebgegan organisasi di masa depan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif arsaliiengan mengambil data primer
dari hasil wawancara dan kuisioner pada BAZNAS.a8glan data sekunder berasal
dari penelusuran literatur melalui buku, jurnagkalah dan lain sebaginya.

Sedangkan  pendekatan yang digunakan dalam anaB¢OT adalah
pendekanatan Pearce & Robinson, Kearns untuk msitkdma strategi masing-masing.
Dan untuk memperoleh strategi terbaik dari kombinedua pendekatan tersebut
digunakan pendekatan Wright, Kroll dan Parnell. asikpenelitian adalah di BAZNAS.

Hasil analisis dari penelitian tersebut merekomsikda strategi agresif dan
strategicomparative advantagdari pendekatan Pearce & Robinson dan Kearns.kUntu
memperoleh strategi terbaik maka pendekatan Wrigtdll dan Parnell memberikan

rekomendasi bagi BAZNAS dengan strategi pertumbuiznnal.
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Hasil penelitian tersebut menjadi salah satu rujutalam penelitian ini, yang
menyebutkan bahwa salah satu faktor kekuatan BAZNWE&k dapat memperoleh
kepercayaan masyarakat dalam membayarkan zakatlataha adanya tuntutan agar
BAZNAS dikelola oleh sumber daya manusia yang wiofeal, kredibel dan transparan

dalam mengelola dana zakat.

Khasanah, Umrotul (2005), melakukan penelitian dengengambil judul Model
Pemberdayaan Dana Zakat di Indonesia, mencoba umulelusuri tentang model atau
pola pengumpulan, dan pengelolaan serta penyatiznaa zakat di Indonesia. Data yang
digunakan melalui metode observasi, didukung demigaa yang terdokumentasi dalam
bentuk buku, jurnal, makalah maupun penelitian Yang terkait yang pernah dilakukan
sebelumnya. Peneltian ini bersifat kualitatif, petgpendekatan kuantitatif dipakali
terutama kepada masalah yang ‘berkaitan dengan -angka perolehan dalam
pengumpulan zakat, serta prosentase yang dibetéq@ada kelompok penerima zakat.

Hasil analisisnya menyatakan bahwa pada dasarmyjaalga amil zakat memiliki
tujuan yang sama yaitu bagaimana fungsi penghimmpuenyaluran dan pendayagunaan
dapat berjalan dengan baik. Peneliti mengelompolkd@an berdasarkan karakter dan
sifat organisasinya dengan amil model ormas, anmadeh birokrasi, amil model
organisasi dan juga model amil tradisional.

Menurut  hasil penelitiannya, yang termasuk dalanad@i amil tradisional
adalah pengelolaan zakat yang dilakukan secaresitvadl yang banyak dilakukan oleh
pondok pesantren, masjid dan musholla. Model petaprt zakat yang tradisional ini
tidak identik dengan pengelolaan yang seramparf§@ah satu buktinya adalah dengan
adanya keberadaan BAZIS nasional yang diadopsipdmgelolaan zakat oleh lembaga
tradisional di Putukrejo, Malang. Gerakan Bazissabut didukung berdasarkan
musyawarah para ulama, umara dan orang-orang kajesd tersebut, sebuah tipologi
yang mencerminkan komposisi tiga kekuatan elitdkatglesa, yaitu kyai, pemerintah dan

orang-orang kaya.
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Model amil tradisional pada umumnya mendayagunadlana zakat untuk
memenuhi kebutuhan pokok golongan fakir miskin geferi, karena volume perolehan
dana zakat yang dihimpun yang relatif kecil. Paat#t slana zakat yang terkumpul lebih
besar, maka alokasi dana zakat ditujukan untukranagpantuan dana usaha. Sehingga
model amil tradisional terbagi menjadi dua bentwdet penyaluran dana zakat, yaitu :
dana zakat yang digunakan untuk kebutuhan konswhatifbiasanya disalurkan dalam
bentuk tunai, dan untuk kebutuhan produktif yangsanya disalurkan dalam bentuk
pemberdayaan.

Amil model ormas, penyaluran dana zakat kebanydiaokasikan dalam bentuk
program pemberdayan yang bentuknya berupa proyslekrpelatihan dan penyuluhan
serta pemberian modal usaha yang sifatnya sosginSitu penyaluran zakat yang
dilakukan oleh model ini dinilai kurang menyentwbltuhan riil fakir miskin.

Berdasarkan hasil penelitiannya, model amil yanglali berhasil dalam usaha
pengembangan adalah model amil organisasi, sepmithpet Dhufa Republika.
Keberhasilan model amil organisasi ini salah sauagalah dari usaha-usaha yang
dilakukan untuk menyampaikan pertanggungjawabanlikpulakuntabilitas) melalui
laporan-laporan keuangan (transparansi) yang dialeh akuntan publik.

Perbedaan pengelolaan zakat diantara lembaga ad#lrtradisional, organisasi
bisnis, birokrasi dan model ormas dapat ditunjukidai tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perbedaan Model L embaga Amil Zakat

No | Model Amil Organisasi Bisnis, Birokrasi Model Tradisional
dan Ormas
1 | Manajemen modern Manajemen yang berdasarkan acuan

praktis empiris masa lalu

2 | Menerapkan fungsi organisasi dengdfurang atau tidak mengenal program
tugas pengembangan lembaga dpengembangan  jangka panjang,
program kerja jangka panjang yangrogram kerja jangka pendek,
berorientasi bisnis dan mengembangk&hususnya hanya untuk memenuhi

jaringan kebutuhan mendesak mustahik

3 | Didukung oleh  Dewan Pembin®idukung oleh tokoh masyarakat,

Manajemen dan Dewan Pengawas Syarialama atau para elit desa

Sumber : Data diolah
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Hasil analisis lainnya dari penelitian ini menyédaut bahwa amil zakat dalam
melaksanakan pengelolaan dana zakat berjalan sseddiri karena tidak terjadi
komunikasi dan kerjasama di antara sesama amit,aakag pada akhirnya potensi zakat
yang besar belum dapat dihimpun secara optimaiddyang lain, rendahnya dana zakat
yang dihimpun oleh para amil zakat tersebut diskdmalikarena kurangnya pemahaman
masyarakat terhadap masalah zakat dan rendahngkattirkepercayaan masyarakat
terhadap lembaga amil pengelola zakat serta kuyangompetensi sumber daya amil
dalam mengelola dana zakat.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat diskapulahwa, diantara lembaga
atau badan amil zakat yang berhasil dalam pengegyabadan pengelolaan zakat yang
ditunjukkan -dengan meningkatnya jumiah penerimaanadzakat adalah model amil
zakat organisasi. Model amil zakat organisasi dglanelitian ini direpresentasikan oleh
Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika. Salah satu dakteberhasilan model amil
organisasi adalah sistem pengelolaan zakatnya apm@@mnya unsur-unsur administrasi
zakat modern diantaranya adalah unsur akuntabda@agransparansi.

UIN Jakarta (Universitas Islam Negeri), dalam alirAkuntabilitas Lembaga
Zakat (2007), melakukan penelitian tentang Akutitalsi Lembaga Amil Zakat (LAZ),
yang melibatkan ribuan responden. Survey UIN terseenyebutkan bahwa sebesar
97% masyarakat-menghendaki LAZ bekerja seaat@untabledan transparan. Sebesar
90% menghendaki agar publik diberi akses informaguk melakukan pengawasan
terhadap dana yang dikelola oleh LAZ, dan 92% mendhaki agar laporan keuangan
dimuat di media massa, sebesar 88% masyarakat ewaa}ti agar LAZ mendata para
donatur, serta sebesar 63% masyarakat menghendakidana publik (zakat) yang
disalurkan tepat kepada yang berhak menerimanya.

Hasil tersebut menjelaskan bahwa masyarakat madghke agar LAZ dapat
dikelola secaraaccountabledan transparan, dan membuktikan bahwa masih banyak
masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengesagelolaan dana zakat.
Pentingnya penerapan sistem administrasi zakat yamodesional dan mudahnya

masyarakat dalam mendapatkan informasi sangat meantingkat akuntabilitas LAZ.
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Hasil penelitian tersebut dikuatkan dengan pemelityang dilakukan oleh
Mulyana, Budi (2006) yang menemukan adanya korgkasg positif anatara aksebilitas
laporan keuangan terhadap akuntabilitas dan treenspia keuangan daerah. Hasil
penelitian yang telah dikemukakan tersebut meniasikan bahwa adanya korelasi
positif antara penerapan administrasi zakat yamgepional dan transparan terhadap
tingkat akuntabilitas LAZ.

Deskripsi dari hasil penelitian di atas menunjukkahwa diperlukan pengelolaan
zakat olen LAZ yang berlandaskan pada unsur-unsafegional, accountabledan
transparan, dan dengan demikian dapat meningkatksebilitas (tingkat kepercayaan)

masyarakat dalam membayar zakat di LAZ.

Fatah, Dede Abdul (2006), Fokus penelitiannya adahenelusuri faktor-faktor
yang mempengaruhi preferensi karyawan muslim peén@andalam membayar zakat
profesi melalui Baitu Az-Zakkah (BAZMA) Pertaminaatar belakang penelitiannya
adalah adanya kesenjangan potensi penerimaan yak@tcukup besar dengan realisasi
penerimaan zakat di Baitu Az-Zakkah Pertamina. iRek potensi zakat adalah 7
milyard sedangkan realisasinya hanya sekitar 2amdly

Maka dalam penelitiannya melihat faktor apa sajagydapat mempengaruhi
kesediaan muzakki dalam membayar zakat dan bagaiikemakteristik nasabah yang
membayar zakat secara rutin kep8aatu Az-ZakkatiPertamina. Dengan metode survey,
di mana yang menjadi responden adalah karyawaarmperd yang beragama Islam, baik
yang membayar zakat Biaitu Az-ZakkalPertamiana atau yang belum membayar zakat,
dan yang membayar zakat di lBaitu Az-ZakkalPertamina dengan jumlah responden
sebanyak 135 orang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan telgiratified random sampling
Yaitu populasi yang dibagi dalam kelompok-kelomgakg relatif samghomogen)Xan
sampel dibnetuk dari masing-masing kelompok tertseDalam surveynya peneliti
menggunakan alat bantu berupa kuisioner yang nielimlentifikasi kelompok
responden, demografi responden, pertanyaan umum,sdmmlah hal yang terkait
dengan penelitian ini, yaitu faktor yang mempengarkaryawan Pertamina untuk

membayar zakat profesi atau tidak.
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Analisis data menggunakan analisis deskriptif ateass tabulasi, dan analisis
diskriminan. Dalam analisis diskriminan yang mejadriabel terikat adalahpreferensi
dalam membayar zakat sedangkan yang menjadi vhrisims adalah pengetahuan
agama, pendidikan, umur, manajemen BAZMA, pendapal@n status marital.

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data disabutkahwa rendahnya
pengetahuan karyawan muslim pertamina tentang zpkafiesi merupakan faktor
dominan yang menyebabkan rendahnya partisipask unéimbayar zakat profesi baik di
BAZMA maupun di lembaga zakat lainnya. Hal ini diabkan karena kurangnya
sosialisasi promosi yang di lakukan BAZMA. Faktainl yang menyebabkan karyawan
muslim tidak membayar zakat profesi di BAZMA adalalalitas manajemen BAZMA,
yang menurut sebagian responden kurang profesisehingga diantara karyawan
tersebut lebih tertarik untuk menyalurkan zakatssadiri langsung kepada mustahik.

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah mendhki agar pengelolaan dana
zakat di BAZMA harus berdasarkan pada sistem mar&je yang modern dan
berbasiskan pada sumber daya manusia yang pradéstalam mengelola zakat.
Diharapkan dengan adanya perbaikan sistem atautdsuahanajemen tersebut dapat
meningkatkan potensi penerimaan zakat yang be&kdMA.

Ahmad, dkk (2006), melakukan penelitian tentangspe&staan institusi zakat dan
kesannya terhadap pembayaran secara formal di Maldyegara Malaysia mempunyai
sebuah institusi formal yang bertanggungjawab unmekgurusi kegiatan yang berkaitan
dengan penerimaan dan penyaluran dana zakatusiggtsebut dinamakan dengan PPZ
(Pusat Pungutan Zakat). PPZ terdapat disemua nbggian di Malaysia. Kedudukannya
berada di bawah pengawasan Majlis Agama Islam Neger

Kondisi riil yang terjadi di Malaysia, menunjukkédahwa peranan institusi zakat
sebagai badan yang membantu masyarakat miskin liglglengaruh secara berarti. Hasil
pungutan zakat tidak sesuai dengan potensi zakgt3@da. Sehingga menyebabkan dana
hasil pungutan zakat tidak dapat mencukupi untgkmikan bagi para mustahik.

Faktor yang paling dominan yang menyebabkan tidgkif&kannya realisasi
penerimaan zakat dengan potensi zakat adalah keétidhan individu muslim dalam

menyalurkan harta zakat yang telah diwajibkan, dasih banyak masyarakat yang
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menyalurkan zakatnya secara langsung kepada pastamiy bukan kepada lembaga
atau institusi zakat yang resmi, dan secara tidagdung mempengaruhi penerimaan
zakat yang dihimpun oleh lembaga atau institusazedesebut.

Fenomena tersebut menyebabkan pihak institusi zakkti mencari solusi yang
tepat agar penerimaan dana zakat yang dapat dikkampdapat meningkat. Program
peningkatan kesadaran berzakat bagi masyarakas tisosialisaikan dengan cara
publikasi melalui media massa, seminar, ceramahpdéatinan-pelatihan yang berkaitan
dengan zakat. Hasil dari program tersebut menuajukkahwa tingkat kesadaran
masyarakat mulai mengalami kemajuan.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini berkaidérgan individu masyarakat
muslim yang enggan membayar zakat melalui institesibaga zakat formal, yang
ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat gagunaikan kewajiban zakatnya
secara langsung kepada para mustahik. Tindakarebtérsmenyebabkan jumlah
penerimaan zakat tidak dapat terdeksi dengan balik.

Ada beberapa alasan masyarakat yang membayar yakktngsung kepada
mustahik, bukan kepada institusi lembaga zakat dbrilasan itu diantaranya adalah
persepsi masyarakat terhadap lembaga atau instakat formal yang berkaitan dengan
proses atau pengurusan pembayaran zakat yangptiofasional, amil zakat yang kurang
amanah (good will), pengaruh pengetahuan tentakeg dan lain sebagainya.

Penelitian tersebut melibatkan 753 responden yatagh tmembayar zakat di
beberapa negara bagian Malaydia yang telah mereeasinstitusi zakatnya. Analisa
yang digunakan adalah analisa regresi logistiklkuntelihat dugaan kepatuhan individu
membayar zakat kepada institusi formal pungutaatzdikMalaysia.

Kajian analisis dalam penelitian ini dibagi dua,jtyaanalisis deskriptif dan
analisis ekonometrik. Analisis ekonometrik yangaldipkan adalah analisis persepsi
pembayar zakat terhadap institusi zakat formal yhrkgji melalui model logit binomial.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa faktdama yang mempengaruhi
individu muslim di Malaysia dalam membayar zakatirgstitusi zakat formal adalah
kepuasan dalam pengumpulan dan proses pengurusabayeran zakat. Faktor

kepuasan muzakki mempunyai hubungan yang pogitibtiap jumlah pembayaran zakat
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kepada institusi zakat formal. Faktor pengumpulakarz berkautan dengan proses
pengurusan pembayaran zakat yang mudah, cepatafasipnal.

Berdasarkan simpulan dari penelitian tersebut, bafaktor kemudahan dalam
pelayanan zakat dan proses pembayaran zakat dsiggam administrasi yang mudah
dan profesional dapat berpengaruh secara positibdap persepsi masyarakat dalam
membayar zakatnya pada institusi zakat formal, dapara tidak langsung dapat
meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat yang dédpanpulkan oleh institusi zakat

formal di Malaysia.

Dahlan, Thamrin (2008), penelitiannya bertujuanukntinengetahui faktor apa
saja yang dapat mempengaruhi muzakki menunaikaat zeda tingkat Rukun Warga
dengan asumsi bahwa keberadaan Masjid dipastikiatu seda di wilayah tersebut
dengan populasi antara 300 sampai 400 kepala geluderanan Masjid di dalam
mengelola zakat dalam penelitian ini memiliki fungsng strategis dalam meningkatkan
penerimaan realisasi zakat untuk tingkat Rukun \&/segempat.

Pendekatan penelitian ini mengacu pada pendekaagrafis dengan populasi
pada skala Rukun Warga melalui pengelolaan  danatzaleh Baitul Mal yang
berbasiskan Masjid. Diasumsikan bahwa rutinitaa pauzakki yang membayar zakatnya
pada Baitul Mal Masjid An Nur dipengaruhi oleh bedypa faktor, diantaranya adalah
faktor tersebut adalah tingkat pendapatan, jumlaluakga, jarak rumah ke masjid,
kepercayaan terhadap amil zakat, distribusi yamas,jesosialisasi zakat, serta buku
tabungan akhirat muzakki yang dapat ditingkatkafelmeperanan aktif dari Baitul Mal
Masjid yang dapat dikelola secara profesional spparansi dan akuntabilitas

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggumalata primer yang
bersumber dari hasil survey terhadap para muzak®&aidul Mal Masjid An-Nur Jakarta
Timur. Pengujian terhadap data tersebut dilakukankumelihat hubungan yang terjadi
antara para muzakki yang membayar zakatnya seatiradengan faktor-faktor yang
dapat mempengaruhinya.

Metode penelitian menggunakan model regresi ldgtithana intensitas muzakki
dalam menunaikan zakatnya dalam setahun dijadiédaagai variabel terikat, sedangkan

buku tabungan akhirat, kehadiran dalam majeligrtaktepercayaan kepadiaitul Mal
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Masjid An-Nur, jarak rumah ke masjid, pendapatarbpian, jumlah keluarga, kinerja
amil zakat dan distribusi zakat dijadikan sebagaiabel bebas.

Berdasarkan penelitiannya yang berjudul Faktordétakfang Mempengaruhi
Intensitas Muzaki Menunaikan Zakat Pdsaitul Mal Masjid An- Nur menyimpulkan
beberapa faktor yang mempengaruhi secara signifikdensitas muzaki untuk
membayar zakat paddaitul Mal Masjid An- Nur, yaitu (1) faktor adanya keberadaan
buku tabunganakhirat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan tarnspaparsi
pengelola(khadimullah)dalam mengelola zakat. (2) Faktor adanya majakin yang
dilaksanakan secara rutin olghadimullahMasjid Jami An-Nur sehingga para muzaki
mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan Adslara khususnya tentang
kewajiban zakat. Dan (3) Faktor adanya tanggapag yesitif terhadap kinerja Amil
Zakat Baitul Mal Masjid Jami An-Nur, karena dangatayang telah dikumpulkan
dirasakan manfaatnya oleh para mustahik di lingganBW 05 Kelurahan Rambutan
Jakarta Timur.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka dapat diskapusecara umum bahwa
pengelolaan zakat yang profesional, bertanggundjaslan transparansi pada saat ini
sudah menjadi sebuah keniscyaan bagi para pendefol@aga atau badan amil zakat.
Penerapan unsur-unsur profesional, transparansi. alamtabilitas diyakini dapat
meningkatkan kepercayaan para muzakki-dalam membeymajiban zakatnya pada
lembaga atau badan amil zakat, dan secara bersanmeangkatkan jumlah penerimaan

zakat.
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